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BUPATI BANDUNG

PROVINSIJAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBANDUNG,

Menim bang Toa. bahwa pengelolaan keuangan daerah
merupakan elem en pokok dalam
penyelenggaraan pem erintahan daerah
yang harus dikelola secara efektif dan
efisien berdasarkan azas transparansi,

akuntabilitas dan partisipatif;



Mengingat

bahwa dalam rangka mewujudkan
tatakelola pem erintahan yang baik dan
bersih dalam mengelola keuangan
daerah diperlukan suatu kebijakan
daerah sebagali acuan dalam
melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah;

bahwa pengaturan mengenai
pengelolaan keuangan daerah
sebagaim ana telah diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah dinilai belum
menampung perkem bangan aspirasi
daerah dan perm asalahan teknis

pengelolaan keuangan daerah lainnya,

sehingga perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertim bangan
sebagaim ana dim aksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pem bentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Jaw a Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaim ana

telah diubah dengan Undang-Undang

Nom or 4 Tahun 1968 tentang
Pem bentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pem bentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat

(Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lem baran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pem erintahan Daerah
(Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan
Lem baran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lem baran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);



Peraturan Pem erintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nom or 140,

Tambahan Lem baran Negara Republik

Indonesia Nom or 4578);

Peraturan Pem erintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi
Pem erintahan (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tam bahan Lem baran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or
13 Tahun 2006 tentang Pedom an
Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaim ana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedom an
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

64 tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pem erintahan
Berbasis Akrual Pada Pem erintah
Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Dengan Persetujuan Bersam a

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG POKOK-POKOK

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.



Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lem baran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lem baran
Daerah Nomor 2), diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

1 Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasall

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupatiadalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan
Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pem erintahan daerah
yang memim pin pelaksanaan urusan
pem erintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom .

4. Dewan Perw akilan Rakyat Daerah
yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lem baga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pem erintahan

Daerah.



5.Pemerintahan Daerah adalah

penyelenggaraan urusan
pem erintahan oleh pemerintah daerah
dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonom i dan tugas

pem bantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaim ana dim aksud

dalam Umndang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

.Keuangan Daerah adalah semua hak
dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pem erintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang
term asuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban Daerah tersebut.

.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
keseluruhan kegiatan yang m eliputi
perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan

Keuangan Daerah.

.Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan
pem erintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersam a oleh
pem erintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



10.

11.

12.

13.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja
Pengelola Keuangan Daerah yang
mempunyai tugas m elaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak

sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam
kapasitas sebagai bendahara umum

daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah
yang selanjutnya disingkat Kuasa
BUD adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan tugas

BUD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada
Pem erintah Daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna

barang.

Unit Kerja adalah bagian SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa

program .



14.

15.

16.

17.

18.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada Unit Kerja
SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang

tugasnya.

Pengguna Anggaran adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dipim pinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah

pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian
kewenangan Pengguna Anggaran
dalam melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi SKPD.

Pengguna Barang adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan

barang m ilik Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tem pat

penyim panan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerim aan
Daerah dan mem bayar seluruh

pengeluaran Daerah.

10



19.

20.

Rekening Kas Umum Daerah adalah
rekening tem pat penyim panan uang
Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh
penerimaan Daerah dan digunakan
untuk mem bayar seluruh
pengeluaran Daerah pada bank

yvang ditetapkan.

Bendahara Penerim aan adalah

pejabat fungsional yang ditunjuk

untuk menerim a, menyim pan,
menyetorkan, menatausahakan,
dan mem pertanggungjawabkan
uang pendapatan Daerah dalam

rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD .

Bendahara Pengeluaran adalah

pejabat fungsional yang ditunjuk

menerim a, menyim pan,
mem bayarkan, menatausahakan,
dan mem pertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja

Daerah dalam rangka pelaksanaan

APBD pada SKPD.

11



22.

23.

24.

25.

26.

Pendapatan-LRA adalah sem u a
penerim aan Rekening Kas Umum
Daerah yang menam bah saldo
anggaran lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak Pem erintah Daerah
dan tidak perlu dibayar kem bali

oleh Pem erintah Daerah.

Pendapatan-LO adalah hak
Pem erintah Daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tid a k perlu

dibayar kem bali.

Beban adalah penurunan manfaat
ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsum si

aset atau tim bulnya kewajiban.

Belanja Daerah adalah kewajiban
Pem erintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

yang selanjutnya disingkat SiLPA

adalah selisih lebih realisasi
penerim aan dan pengeluaran
anggaran selama 1 (satu) periode

anggaran.

12



27.

28.

29.

Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan
kebijakan, dengan pengam bilan
keputusan terhadap kebijakan

tersebut dilakukan dalam perspektif
lebih dari satu tahun anggaran,
dengan mem pertim bangkan
im plikasi biaya akibat keputusan
yang bersangkutan pada tahun
berikutnya yang dituangkan dalam

prakiraan m aju.

Prakiraan Maju adalah perhitungan

kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun
yang direncanakan guna
mem astikan kesinam bungan

program dan kegiatan yang telah
disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun

berikutnya.

Penganggaran Terpadu adalah
penyusunan rencana keuangan
tahunan yang dilakukan secara
terintegrasi untuk seluruh jenis
belanja guna melaksanakan
kegiatan pem erintahan yang
didasarkan pada prinsip pencapaian

efisiensi alokasi dana.

13



30.

32.

33.

34.

Rencana Kerja dan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat
RKAPPKD adalah rencana kerja dan
anggaran SKPD selaku BUD

Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat
DPAPPKD adalah dokumen
pelaksanaan anggaran SKPD selaku

BUD.

Rencana Pem bangunan Jangka
Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lim a)

tahun.

Rencana Pem bangunan Tahunan
Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKPD, adalah dokumen
perencanaan pem bangunan Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

yang selanjutnya disingkat
RKASKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran

yang berisi rencana pendapatan,

rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana
pem biayaan sebagai dasar

penyusunan APBD.

14



35.

36.

37.

38.

Kebijakan Umum APBD yang
selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan
bidang Pendapatan Daerah, Belanja
Daerah, dan pem biayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk

periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran
Sem entara yang selanjutnya
disingkat PPAS rancangan program
prioritas dan patokan batas
m aksimal anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan

RKASKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran
SKPD yang selanjutnya disingkat
DPASKPD adalah dokumen yang
memuat Pendapatan Daerah,
Belanja Daerah, dan pem biayaan
yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh

Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pem bayaran yang
selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh
PPTK atau Bendahara Pengeluaran
untuk mengajukan perm intaan

pem bayaran.

15



39.

40.

41.

4 2.

Surat Perintah Pencairan Dana yang
selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai
dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan
SPM .

Surat Perintah Mem bayar yang
selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan atau
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran
atau Kuasa Pengguna Anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPASKPD.

Surat Perintah Mem bayar Langsung
yang selanjutnya disingkat SPM -LS
adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran atau
Kuasa Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPASKPD kepada

pihak ketiga.

Uang persediaan adalah sejumlah
uang tunai yang disediakan untuk
SKPD atau Unit Kerja dalam
melaksanakan kegiatan operasional

sehari-hari.

16



43.

44,

45.

Surat Perintah Mem bayar Uang
Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPASKPD
yang dipergunakan sebagai uang
persediaan untuk mendanai
kegiatan operasional kantor sehari-

hari.

Surat Perintah Mem bayar Ganti
Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM -GU adalah dokumen
yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPASKPD
yang dananya dipergunakan untuk
mengganti uang persediaan yang

telah dibelanjakan.

Surat Perintah Mem bayar
Tam bahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM -TU
adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran atau
Kuasa Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPASKPD, karena
kebutuhan dananya melebihi dari
jum lah batas pagu uang persediaan
yang telah ditetapkan sesuaidengan

ketentuan.

17



46.

47 .

48.

49.

Piutang Daerah adalah jumlah uang
yang w ajib dibayar kepada
Pem erintah Daerah dan/atau hak
Pem erintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang

sah.

Barang Milik Daerah adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang

yang w ajib dibayar Pem erintah
Daerah dan/atau kew ajiban
Pem erintah Daerah yang dapat

dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab

lainnya yang sah.

Pinjam an Daerah adalah sem u a
transaksi yang mengakibatkan
Daerah menerim a sejum lah wuang
atau menerim a manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah dibebani kew ajiban

untuk mem bayar kem bali.

18



50.

S51.

52.

53.

O bligasi Daerah adalah Pinjaman
Daerah yang ditawarkan kepada
publik melalui penawaran umum di

pasar modal.

Dana Cadangan adalah dana yang
disisihkan guna mendanai kegiatan
yang mem erlukan dana relatif besar
yvyang tidak dapat dipenuhi dalam 1

(satu) tahun anggaran.

Sistem Pengendalian Intern

Keuangan Daerah merupakan suatu

proses yang berkesinam bungan
yang dilakukan oleh
lem baga/badan/unit yang
mempunyai tugas dan fungsi
melakukan pengendalian m elalui

audit dan evaluasi, untuk menjam in

agar pelaksanaan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan rencana dan

peraturan perundang undangan.

Kerugian Daerah adalah
kekurangan wuang, surat berharga,
dan barang yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagaiakibat perbuatan
m elawan hukum baik sengaja

maupun lalai.

19



54.

55.

56.

Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat BLUD adalah
SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di

lingkungan Pem erintah Daerah yang

dibentuk untuk mem berikan
pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada

prinsip efisiensi dan produktivitas.

Surat Penyediaan Dana yang

selanjutnya disingkat SPD adalah

dokumen yang menyatakan
tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai

dasar penerbitan SPP.

Investasi adalah penggunaan aset

untuk mem peroleh m anfaat
ekonom is seperti bunga, dividen,
royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kem am puan

pem erintah dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.

20



57.

58.

59.

60.

Akuntansi adalah proses
iden tifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan
kejadian keuangan, penyajian
laporan serta penginterpretasian

atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pem erintahan
yang selanjutnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan

Pem erintah Daerah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP
vang mengakui pendapatan, beban,
aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual,
serta mengakui pendapatan, belanja
dan pem biayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan

basis yang ditetapkan dalam APBD.

Pernyataan Standar Akuntansi
Pem erintahan yang selanjutnya
disingkat PSAP adalah SAP yang
diberi judul, nomor dan tanggal

efek tif.

21



62.

63.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip,
dasar, konvensi, aturan dan praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu
entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan

keuangan.

Kebijakan Akuntansi Pem erintah
Daerah adalah Kebijakan Akuntansi
vang dipilih oleh Pem erintah Daerah
sebagai pedoman dalam menyusun

dan menyajikan laporan keuangan

Pem erintah Daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna
laporan keuangan dalam rangka
meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan terhadap
anggaran, antar periode maupun

antar entitas.

Sistem Akuntansi Pem erintah
Daerah yang selanjutnya disingkat
SAPD adalah rangkaian sistem atik
dari prosedur, penyelenggara,
peralatan dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan
pelaporan keuangan di lingkungan

organisasi Pem erintahan Daerah.

22



64.

65.

66.

67.

B asis Akrual adalah basis
akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiw a lainnya
pada saat transaksi dan peristiwa
itu terjadi, tanpa mem perhatikan
saat kas atau setara kas diterim a

atau dibayar.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih yang selanjutnya disingkat
LPSAL adalah laporan yang
menyajikan inform asi kenaikan dan
penurunan SAL tahun pelaporan
yvang terdiri dari SAL awal, SIiLPA,
koreksi dan SAL akhir.

Laporan Operasional yang
selanjutnya disingkat Lo adalah

laporan yang menyajikan inform asi

mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercerm in dalam
pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari
suatu entitas pelaporan yang

penyajiannya disandingkan dengan

periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang
selanjutnya disingkat LPE adalah
laporan yang menyajikan inform asi
mengenai perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas aw al,
surplus/defisit-LO, koreksi dan

ekuitas akhir.

23



68.

69.

70.

71.

Kas adalah basis Akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau

setara kas diterim a atau dibayar.

Pengakuan adalah proses penetapan
terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam
catatan akuntansi sehingga akan

menjadi bagian yang melengkapi

unsur aset, kew ajiban, ekuitas,
pendapatan-LRA, belanja,
pem biayaan, pendapatan-LO dan

beban, sebagaimana akan termuat
pada laporan keuangan entitas

pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran adalah proses
penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap

pos dalam laporan keuangan.

Pengungkapan adalah laporan
keuangan yang menyajikan secara
lengkap inform asi yang dibutuhkan

oleh pengguna.
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72.

73.

74 .

Aset adalah sumber daya ekonomi
yang dikuasai dan/atau dim iliki
oleh pem erintah daerah sebagai
akibat dari peristiwa m asa lalu dan
dari m ana manfaat ekonom i
dan/atau sosial di m asa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh pem erintah daerah maupun
masyarakat serta dapat diukur
dalam satuan uang, term asuk
sum ber daya nonkeuangan yang
diperlukan wuntuk penyediaan jasa
bagi masyarakat um um dan
sum ber-sum ber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah

dan budaya.

E kuitas adalah kekayaan bersih
pem erintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban

pem erintah daerah.

Penyesuaian adalah transaksi
penyesuaian pada akhir periode
untuk mengakui pos-pos seperti

persediaan, piutang, utang dan yang
lain yang berkaitan dengan adanya
perbedaan waktu pencatatan dan
yang belum dicatat pada transaksi
berjalan atau pada periode yang

berjalan.
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75. Bagan Akun Standar yang
selanjutnya disingkat BAS adalah
daftar kodefikasi dan klasifikasi
terkait transaksi keuangan yang
disusun secara sistem atis sebagai
pedom an dalam pelaksanaan
anggaran dan pelaporan keuangan

Pem erintah Daerah.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut

Pasal 3
Pengelolaan Keuangan Daerah yang
diatur dalam peraturan daerah ini
m eliputi:
a. asas umum Pengelolaan Keuangan
Daerah;
b. pejabat yang m engelola Keuangan

Daerah;
c. struktur APBD;

d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA
PPKD dan RKASKPD;

€. penyusunan dan penetapan APBD;
f. pelaksanaan dan perubahan APBD,;

g. penatausahaan Keuangan Daerah;
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pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD ;

pengendalian defisit dan penggunaan

surplus APBD;

pengelolaan Kas Umum Daerah;

k. pengelolaan Piutang Daerah;

1. pengelolaan Investasi Daerah;

m pengelolaan Barang Milik Daerah;

n. pengelolaan Dana Cadangan;

o. pengelolaan Utang Daerah;

p. pem binaan dan pengawasan
Pengelolaan Keuangan Daerah;

q. penyelesaian Kerugian Daerah;

r. pengelolaan keuangan BLUD

s. Alokasi keuangan desa.

Ketentuan Pasal 8, diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 8
PPKD mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. menyusun dan melaksanakan

kebijakan Pengelolaan Keuangan

Daerah;
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(2)

menyusun rancangan APBD dan
rancangan Perubahan APBD;

m elaksanakan pemungutan
pendapatan Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

m elaksanakan fungsi
Bendahara Umum Daerah;
menyusun RKAPPKD

menyusun laporan Keuangan
Daerah dalam rangka
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; dan

m elaksanakan tugas
berdasarkan kuasa yang

dilim pahkan oleh Bupati

PPKD selaku BUD berwenang:

a .

menyusun kebijakan dan
pedom an pelaksanaan APBD,;
mengesahkan DPAPPKD
mengesahkan DPASKPD;

m elakukan pengendalian
pelaksanaan APBD;

mem berikan petunjuk teknis
pelaksanaan sistem penerim aan
dan pengeluaran kas daerah;

m elaksanakan pem ungutan

pajak daerah
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mem antau pelaksanaan
penerim aan dan pengeluaran
APBD oleh bank dan/atau
lem baga keuangan lainnya yang
telah ditunjuk;

mengusahakan dan mengatur
dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

menyim pan uang Daerah;
menetapkan SPD;
melaksanakan penem patan
uang Daerah dan
mengelola/ menatausahakan
Investasi;

melakukan pem bayaran
berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban
Rekening Kas Umum Daerah;
menyiapkan pelaksanaan
pinjam an dan pem berian
jaminan atas nama Pemerintah
Daerah;

m elaksanakan pem berian
pinjam an atas nam a
Pem erintah Daerah;

melakukan pengelolaan Utang
Daerah dan Piutang Daerah;

m elakukan penagihan piutang
daerah;

m elaksanakan sistem akuntansi
dan Pelaporan Keuangan

Daerah;
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r. menyajikan inform asi Keuangan

Daerah;

s. melaksanakan kebijakan dan
pedom an pengelolaan serta
penghapusan Barang M ilik

Daerah.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

PPKD dapat melim pahkan tugas dan
wewenang selaku BUD sebagaim ana
dim aksud dalam Pasal 8 kepada pejabat
di lingkungan SKPD untuk

melaksanakan tugas sebagai berikut:

a.menyusun rancangan APBD dan

rancangan Perubahan APBD;

b.melakukan pengendalian pelaksanaan

APBD;

c. melaksanakan pemungutan pajak
daerah;

d. menyiapkan pelaksanaan pinjam an

dan pem berian jaminan atas nama

Pem erintah Daerah;
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e. melaksanakan sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Daerah;

f. menyajikan inform asi Keuangan

Daerah; dan

g. melaksanakan kebijakan dan
pedom an pengelolaan serta

penghapusan Barang Milik Daerah

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pejabat pengguna anggaran dalam
m elaksanakan tugas dapat
melim pahkan sebagian
kewenangannya kepada kepala Unit
Kerja pada SKPD selaku Kuasa
Pengguna Anggaran dan Pengguna

Barang.

(2) Pelim pahan sebagian kewenangan
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1),

m elipu ti:

a. melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit Kerja

vang dipim pinnya;
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(3)

(4)

c. melakukan pengujian atas tagihan

dan memerintahkan pem bayaran;

d. mengadakan perjanjian kerjasam a
dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM -LS dan

SPM -TU ;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran

Unit Kerja yang dipim pinnya; dan

g. melaksanakan tugas kuasa
Pengguna Anggaran lainnya
berdasarkan kuasa yang
dilim pahkan oleh pejabat

pengguna anggaran

Pelim pahan sebagian wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati atas usul

kepala SKPD.

Penetapan kepala Umnit Kerja pada
SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan pertim bangan

sebagai berikut:
a.tingkatan daerah;
b. besaran SKPD;

c. besaran jum lah uang yang

dikelola;
d. beban kerja;

e. lokasi;
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f. kom petensi;
g. rentang kendali; dan/atau
h.pertim bangan objektif.

(5) Kuasa Pengguna Anggaran
bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada Pengguna Anggaran

dan Pengguna Barang.

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
(1) Dalam rangka melaksanakan
wewenang atas penggunaan
anggaran yang dimuat dalam

DPASKPD, kepala SKPD menetapkan
pejabat yang melaksanakan fungsi
tata wusaha keuangan pada SKPD
sebagai pejabat penatausahaan

keuangan SKPD.

(2) Pejabat penatausahaan keuangan
SKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mem punyaitugas:

a. meneliti kelengkapan SPM -LS
yang diajukan oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPM -UP,
SPM -G U, dan SPM -TU yang
diajukan oleh bendahara

pengeluaran;

33



c. m elakukan verifikasi SPP;
d. menyiapkan SPM;

e. m elakukan verifikasi harian atas

penerim aan;

f. m elaksanakan akuntansi SKPD ;
dan
g. menyiapkan laporan keuangan
SKPD
(3) Pejabat penatausahaan keuangan

SKPD tidak boleh merangkap sebagai
pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara=-atau

Daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Ketentuan pasal 16 ayat (6) diubah,
sehingga pasal 16 berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 16
(1) Bupati atas usul PPKD mengangkat
Bendahara Penerim aan untuk
m elaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan

pada SKPD.
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(2)

(3)

(4)

(5)

Bupati atas usul PPKD
mengangkat Bendahara
Pengeluaran wuntuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran belanja pada

SKPD .

Bendahara Penerim aan dan
Bendahara Pengeluaran baik secara
langsung maupun tidak langsung

dilarang melakukan kegiatan:

a. perdagangan;

b. pekerjaan pem borongan;

c. penjualan jasa;

d. menyim pan uang pada suatu

bank atau lem baga keuangan

lainnya atas nama pribadi.

Bendahara Penerim aan dan
Bendahara Pengeluaran dilarang
bertindak sebagai penjam in atas
kegiatan sebagaim ana dim aksud

pada ayat (3).

Bendahara Penerim aan dan
Bendahara Pengeluaran secara
fungsional bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada

PPKD selaku BUD.
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(6)

(7)

(8)

Dalam hal Penguasa Anggaran
melim pahkan sebagian
kewenangannya ke Kuasa
Pengguna Anggaran, Bupati
menetapkan bendaharawan
penerim aan dan bendaharawan

pengeluaran pem bantu.

Bendahara Penerim aan dan
Bendahara Pengeluaran yang
melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5)

dikenakan sanksi adm inistra tif.

Sanksi adm inistrasi sebagaim ana

dim aksud pada ayat (7) berupa:

a. peringatan lisan;

b. peringatan tertulis;

c. penundaan kenaikan pangkat;
d. penurunan pangkat;

e. m utasi jabatan;

f. pem bebasan tugas dan jabatan

dalam waktu tertentu,;

g. pem berhentian dengan horm at
tidak atas permintaan sendiri;

dan/atau

h. pem berhentian tidak dengan

horm at.
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(9)

Tata cara pem anggilan,
pem eriksaan dan penjatuhan
sanksi adm inistrasi sebagaim ana

dim aksud pada ayat (8), dilakukan
sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21

disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (la),

ayat

(1b) dan ayat (lc) sehingga Pasal 21

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(1a)

Pasal 21

APBD merupakan satu kesatuan

yang terdiri atas

a. pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. pem biayaan Daerah.

Pendapatan Daerah sebagaim ana
dim aksud dalam ayat (1) huruf a
dirinci menurut:

a. urusan Pemerintahan Daerah;
b. organisasi;

c. kelom pok;

d. jenis;

e. obyek; dan

f. rincian obyek pendapatan.
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(1b) Belanja Daerah sebagaim ana
dim aksud pada ayat (1) huruf b

dirinci m enurut:

a. urusan Pemerintahan Daerah;

b. fungsi;

c. organisasi;
d. program ;
e. kegiatan;

f. kelom pok;

g. Jjenis;

h. obyek; dan

i. rincian obyek belanja.

(l1c) Pem biayaan Daerah sebagaim ana
dim aksud dalam Pasal 20 ayat (1)

hurufc dirinci menurut:

a. urusan Pemerintahan Daerah,
b. organisasi;

c. kelom pok;

d. jenis;

e. obyek; dan

f. rincian obyek pem biayaan.
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(2)

(3)

(4)

Pendapatan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi semua penerimaan uang
melalui Rekening Kas Umum
Daerah, yang menambah Ekuitas
dana lancar, yang merupakan hak
Daerah dalam satu tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kem bali
oleh Daerah.

Belanja Daerah sebagaim ana
dim aksud pada ayat (1) huruf b
m eliputi semua pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Ekuitas dana lancar,
vang merupakan kewajiban Daerah
dalam satu tahun anggaran yang
tidak akan diperoleh
pem bayarannya kem bali oleh

Daerah.

Pem biayaan Daerah sebagaim ana
dim aksud pada ayat (1) huruf c
m eliputi sem ua transaksi keuangan

untuk menutup defisit atau untuk

mem anfaatkan surplus term asuk
sem ua penerimaan yang perlu
dibayar kem bali dan/atau
pengeluaran yang akan diterim a
kem bali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya.
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Ketentuan Pasal 23, diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 23

Pendapatan asli daerah
sebagaim ana dimaksud dalam Pasal

22 hurufa terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusidaerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan

Daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli Daerah

yang sah.

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan sebagaim ana
dim aksud ayat (1) huruf c¢ dirinci

menurut obyek pendapatan yang

m elipu ti:

a. bagian laba atas penyertaan
modal pada perusahaan m ilik

daerah/BUMD,;

b. bagian laba atas penyertaan
modal pada perusahaan m ilik

pem erintah/BUMN ;
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(3)

c. bagian laba atas penyertaan
modal pada perusahaan m ilik
swasta atau kelom pok usaha

masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah sebagaim ana
dim aksud pada ayat (1) huruf d,
disediakan untuk menganggarkan
penerim aan Daerah yang tidak
term asuk dalam jenis pajak daerah,
retribusi daerah, dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dirinci menurut obyek
pendapatan yang m eliputi:

a. hasil penjualan kekayaan

daerah yang tidak dipisahkan;

b. hasil pem anfaatan atau
pendayagunaan kekayaan

daerah yang tidak dipisahkan;
c. Jjasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. tuntutan gantirugi;
f. keuntungan selisih nilai tukar
rupiah terhadap m ata uang

asing; dan

g. kom isi, potongan, ataupun
bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan
barang dan/atau jasa oleh

daerah.
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h. pendapatan denda atas
keterlam batan pelaksanaan

pekerjaan;

i. pendapatan denda pajak;
j- pendapatan denda retribusi;
k. pendapatan hasil eksekusi atas

jam inan;

1. pendapatan dari pengem balian
belanja setelah lew at tahun
berkenaan;

m . pendapatan dari fasilitas sosial

dan fasilitas um um ;

n. pendapatan dari
penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan; dan
o. pendapatan dari BLUD

p. pendapatan dari dana kapitasi

jaminan kesehatan nasional.

10 Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 26

Hibah sebagaim ana dim aksud
dalam Pasal 25 merupakan bantuan
berupa uang, barang, dan/atau jasa
yang berasal dari Pem erintah,
masyarakat, dan badan usaha
dalam negeri atau luar negeri yang

tidak mengikat.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam peraturan

bupati

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah,

sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 27
(1) Belanja Daerah dipergunakan dalam
rangka pelaksanaan urusan
pem erintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang terdiri
dari urusan w ajib dan urusan
pilihan dan urusan yang

penanganannya dalam bagian atau
bidang tertentu yang dapat
dilaksanakan bersam a antara
Pem erintah dan Pem erintah Daerah
atau antar Pem erintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(2)

(3)

Belanja penyelenggaraan urusan

w ajib sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diprioritaskan untuk
melindungi dan m eningkatkan
kualitas kehidupan m asyarakat

dalam wupaya memenuhi kewajiban

Daerah yang diwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelakyanan
dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas sosial, dan fasilitas umum
vang layak serta mengem bangkan

sistem jam inan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diwujudkan melalui
prestasi kerja dalam pencapaian
standar pelayanan m inim al
berdasarkan urusan w ajib dan
urusan pilihan pem erintahan
daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

12 Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 28

Klasifikasi belanja Daerah menurut
organisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1b) huruf c
disesuaikan dengan susunan

organisasi Pem erintahan Daerah.
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(2)

(3)

(4)

Klasifikasi Belanja Daerah menurut

fungsi sebagaim ana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (1b) huruf b

terdiri atas:

a. klasifikasi berdasarkan urusan
pemerintahan; dan

b. klasifikasi berdasarkan fungsi

pengelolaan Keuangan Daerah.

Klasifikasi Belanja Daerah menurut
urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1b)
huruf a diklasifikasikan berdasarkan

urusan Pem erintahan Daerah.

Klasifikasi Belanja Daerah menurut
berdasarkan fungsi Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaim ana
dim aksud pada ayat (3) hurufb yang
digunakan untuk tujuan keselarasan

dan keterpaduan terdiri atas:

a. pelayanan umum ;
b. ketertiban dan keam anan;
c. ekonom i;

d. lingkungan hidup;

e. perum ahan dan fasilitas um um ;
f. kesehatan;
g. pariwisata dan budaya;

45



(5)

(6)

(7)

h. pendidikan; dan

i. perlindungan sosial.

Klasifikasi Belanja Daerah
berdasarkan program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1b) huruf d dan huruf e
disesuaikan dengan urusan
pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Klasifikasi Belanja Daerah
berdasarkan kelom pok sebagaim ana
dim aksud dalam Pasal 21 ayat (1b)

huruffterdiri atas:

a. belanja tidak langsung; dan

b. belanja langsung

Klasifikasi Belanja Daerah
berdasarkan kelom pok untuk
belanja tidak langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

hurufa terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. bunga;
c. su bsidi;

d. hibah;
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(8)

(9)

e. bantuan sosial;

f. belanja bagi hasil dan bantuan

keuangan; dan

g. belanja tidak terduga

Klasifikasi Belanja Daerah
berdasarkan kelom pok untuk
belanja langsung sebagaimana

dim aksud pada ayat (7) huruf b

terdiri dari:
a. belanja pegaw ai;
b. belanja barang dan jasa;

c. belanja modal;

Penganggaran APBD dalam Belanja
Daerah berdasarkan kelom pok
sebagaim ana dimaksud pada ayat
(7), sesuali dengan ketentuan

perundang-undangan.

Diantara pasal 28 dan 29 disisipkan

Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F,

28G dan 28 H sehingga berbunyi sebagai

berikut:
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(1)

(2)

(1)

Pasal 28 A

Belanja pegawali sebagaim ana
dim aksud dalam Pasal 28 ayat 8
huruf a merupakan belanja
kom pensasi, dalam bentuk gaji dan
tunjangan, serta penghasilan
lainnya yang diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Uang representasi dan tunjangan
pim pinan dan anggota DPRD serta
gaji dan tunjangan kepala Daerah
dan w a kil kepala Daerah serta
penghasilan dan penerim aan
lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang -
undangan dianggarkan dalam

belanja pegawai.

Pasal 28 B

Pem erintah Daerah dapat

mem berikan tam bahan penghasilan

kepada pegawai negeri sipil
berdasarkan pertim bangan yang
obyektif dengan mem perhatikan

kem am puan Keuangan Daerah dan
mem peroleh persetujuan DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(2)

(3)

(4)

(5)

Persetujuan DPRD sebagaim ana
dim aksud pada ayat (1) dilakukan
pada pem bahasan KUA.

Tambahan penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan pegawai

berdasarkan:

a.beban kerja;

b.tem pat bertugas;

c. kondisi kerja;

d. kelangkaan profesi;

e. prestasi kerja; dan/atau

f. pertim bangan objektif lainnya.

Tam bahan penghasilan
berdasarkan beban kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang dibebani
pekerjaan untuk menyelesaikan
tugas-tugas yang dinilai melam paui

beban kerja norm al.

Tam bahan penghasilan
berdasarkan tem pat bertugas
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b diberikan kepada
pegawai mnegeri sipil yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di
daerah m em iliki tingkat kesulitan

tinggi dan daerah terpencil.

49



(6)

(7)

(8)

(9)

Tam bahan penghasilan
berdasarkan kondisi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c diberikan kepada
pegawai mnegeri sipil yang dalam
melaksanakan tugasnya berada
pada lingkungan kerja yang

m em iliki resiko tinggi.

Tam bahan penghasilan
berdasarkan kelangkaan profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf d diberikan kepada
pegawai mnegeri sipil yang dalam
mengem ban tugas m em iliki

ketram pilan khusus dan langka.

Tam bahan penghasilan
berdasarkan prestasi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf e diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang mem iliki
prestasi kerja yang tinggi dan/atau

inovasi

Tam bahan penghasilan
berdasarkan pertim bangan objektif
lainnya sebagaim ana dim aksud
pada ayat (3) huruf f dalam rangka
peningkatan kesejahteraan umum
pegawai, seperti pem berian uang

makan.
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(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai
kriteria pem berian tam bahan
penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) sampai dengan ayat
(9) ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 28 C

Belanja Daerah menurut bunga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (8) huruf b digunakan untuk
menganggarkan pem bayaran bunga
utang yang dihitung atas kew ajiban
pokok utang berdasarkan perjanjian
pinjam an jangka pendek, jangka

menengah, dan jangka panjang.

Pasal 28 D

(1) Subsidi sebagaim ana dim aksud
dalam Pasal 28 ayat (8) huruf c
digunakan untuk menganggarkan
bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lem baga tertentu agar
harga jual produksi/jasa yang
dihasilkan dapat terjangkau oleh

masyarakat banyak.

(2) Perusahaan/lem baga tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah perusahaan/lem baga
yang menghasilkan produk atau

jasa pelayanan umum masyarakat.
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(3)

(4)

(5)

Perusahaan/lem baga penerim a
subsidi sebagaim ana dim aksud
pada ayat (1) harus terlebih dahulu
dilakukan audit sesuali dengan
ketentuan pem eriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan

negara.

Dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, penerim a
subsidi sebagaim ana dim aksud
pada ayat (1) wajib menyam paikan
laporan pertanggungjawaban

penggunaan dana subsidi kepada

Bupati.

Subsidi sebagaim ana dim aksud
pada ayat (1) dianggarkan sesuai
dengan keperluan
perusahaan/lem baga penerim a
subsidi dalam peraturan daerah
tentang APBD yang peraturan

pelaksanaannya diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Bupati.
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(1)

(2)

Pasal 28 E

Hibah sebagaim ana dim aksud
dalam Pasal 28 ayat (8) huruf d
dianggarkan dalam APBD sesuali
dengan kem am puan Keuangan
Daerah setelah mem prioritaskan
pem enuhan belanja Urusan
Pem erintahan W ajib dan Urusan
Pem erintahan Pilihan, kecuali
ditentukan lain dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah berdasarkan hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diberikan kepada:

a. pemerintah pusat;
b. Pem erintah Daerah lain;
c. badan usaha milik negara atau

BUMD,; dan/atau
d. badan, lem baga, dan organisasi
kem asyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia
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(3)

(4)

(5)

Hibah yang diberikan kepada

badan, lem baga, dan organisasi
kem asyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia sebagaim ana

dim aksud pada ayat (2) huruf d
digunakan untuk menganggarkan
pem berian hibah dalam bentuk
uang, barang dan/atau jasa kepada

pem erintah atau pem erintah daerah

lainnya, perusahaan daerah, dan
organisasi kem asyarakatan yang
secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya.

Hibah yang diberikan kepada
badan, lem baga, dan organisasi
kem asyarakatan yang berbadan

hukum di Indonesia sebagaim ana
dim aksud pada ayat (2) huruf d
diberikan secara selektif dengan
mem pertim bangkan kem am puan

Keuangan Daerah, rasionalitas dan

ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Pem berian hibah dalam bentuk

uang atau dalam bentuk barang
atau jasa dapat diberikan kepada
pem erintah daerah tertentu
sepanjang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 28 F

Hibah kepada pem erintah pusat
sebagaim ana dim aksud dalam pasal
28 ayat (2) huruf a bertujuan untuk
menunjang peningkatan
penyelenggaraan fungsi

pem erintahan di Daerah.

Hibah kepada pemerintah daerah
lainnya sebagaim ana dim aksud
dalam pasal 28 ayat (2) huruf b
bertujuan untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan
pem erintahan daerah dan layanan

dasar umum .

Hibah kepada badan usaha milik
negara/BUMD sebagaim ana
dim aksud dalam pasal 28 ayat (2)
huruf c bertujuan untuk
menunjang peningkatan pelayanan

kepada masyarakat.

Hibah kepada
badan/lem baga/organisasi
kem asyarakatan sebagaim ana

dim aksud dalam pasal 28 ayat (2)

huruf d bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi dalam
penyelenggaraan pem bangunan

Daerah.
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(5)

(1)

(2)

Hibah kepada pem erintah pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan Pem erintah Daerah
kepada Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan setiap akhir

tahun anggaran

Pasal 28 G

Belanja Daerah berdasarkan hibah
sebagaimana dim aksud dalam Pasal
28 pasal (8) huruf d bersifat
bantuan yang tidak mengikat/tidak
secara terus menerus dan tidak
w ajib serta harus digunakan sesuai
dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam naskah perjanjian

hibah Daerah.

Hibah yang bersifat bantuan yang
tidak mengikat/tidak secara terus
menerus dan tidak w ajib
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diartikan bahwa pem berian
hibah tersebut ada batas akhirnya
tergantung pada kem am puan

Keuangan Daerah dan kebutuhan

atas kegiatan tersebut dalam
menunjang penyelenggaraan
Pem erintahan Daerah, kecu ali
diatur lain oleh peraturan

perundang undangan
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(3)

(1)

(2)

Naskah perjanjian hibah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit mem uat:
a. identitas penerim a hibah;
b. tujuan pem berian hibah; dan

c. jumlah uang yang dihibahkan.

Pasal 28H

Belanja Daerah berdasarkan
bantuan sosial sebagaim ana
dim aksud dalam Pasal 28 ayat (8)
huruf e digunakan untuk
menganggarkan pem berian bantuan
yang bersifat sosial kem asyarakatan
dalam bentuk uang dan/atau
barang kepada kelompok/anggota

masyarakat, dan partai politik.

Bantuan sosial sebagaim ana

dim aksud pada ayat (1) diberikan

secara selektif, tidak terus
menerus/tidak mengikat serta
mem iliki kejelasan peruntukan
penggunaannya dengan
mem pertim bangkan kem am puan

Keuangan Daerah dan ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.
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15

(3) Bantuan sosial yang diberikan
secara tidak terus menerus/tidak
mengikat diartikan bahwa
pem berian bantuan tersebut tidak
w ajib dan tidak harus diberikan

setiap tahun anggaran.

(4) Bantuan sosial khusus kepada
partai politik, diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 29 dihapus

Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Pem biayaan daerah sebagaim ana
dim aksud dalam Pasal 21 ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari penerim aan
pem biayaan dan pengeluaran

pem biayaan.

(2) Penerim aan pem biayaan
sebagaim ana dim aksud pada ayat

(1) melipu ti:

a. SIiLPA tahun anggaran

sebelumnnya;

b. pencairan dana cadangan;
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(3)

(4)

(5)

c. h asil penjualan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjam an;

e. penerim aan kem bali pem berian

penjaman; dan

f. penerim aan kem bali Piutang

Daerah

Pengeluaran pem biayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) m elipu ti:
a. pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal Pem erintah

Daerah;
c. pem bayaran pokok utang; dan
d. pem berian pinjam an.

Pem biayaan neto merupakan selisih
lebih penerim aan pem biayaan

terhadap pengeluaran pem biayaan

Jum lah pem biayaan neto harus

dapat menutup defisit anggaran.

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 36

Pedom an penyusunan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. pokok-pokok kebijakan yang
mem uat sinkronisasi kebijakan

pem erintah dengan Pem erintah

Daerah;
b. prinsip dan kebijakan
penyusunan APBD Tahun

anggaran berkenaan;
c. teknis penyusunan APBD; dan

d. hal-halkhusus lainnya.

Bupati berdasarkan RKPD
sebagaim ana dim aksud dalam
Pasal 34 ayat (1), menyusun

rancangan KUA.

Penyusunan rancangan KUA
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedom an pada pedom an
penyusunan APBD yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri setiap

tahun.

Bupati menyam paikan rancangan
KUA tahun anggaran berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sebagai landasan penyusunan
RAPBD kepada DPRD paling lama
pertengahan bulan juni tahun

anggaran berjalan.
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(5)

(6)

DPRD dan Pem erintah Daerah
menyelenggarakan konsultasi
publik dalam rangka menerim a
masukan tentang Kebijakan Um um

APBD.

Rancangan KUA yang telah dibahas
Bupati bersam a DPRD dalam
pem bicaraan pendahuluan RAPBD
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) selanjutnya disepakati menjadi

KUA.

17 Ketentuan Pasal 37 Ayat (3) diubah

sehingga berbunyi sebagaiberikut

(1)

(2)

Pasal 37
Berdasarkan kebijakan um um
APBD yang telah disepakati,
pem erintah daerah dan DPRD

mem bahas rancangan prioritas dan
plafon anggaran sem entara yang

disam paikan oleh Bupati.

Pem bahasan prioritas dan plafon
anggaran sem entara sebagaimana
dim aksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat minggu kedua bulan

Juli tahun anggaran sebelummnya.

61



(3)

(4)

(5)

Pem bahasan prioritas dan plafon
anggaran sem entara sebagaim ana
dim aksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan langkah -

langkah sebagai berikut:

a. menentukan skala prioritas
dalam urusan wajib dan urusan
pilihan;

b. menentukan urutan program

dalam masing-masing urusan;

c. menyusun plafon anggaran
sementara untuk masing-masing

program .

d. melampirkan calon penerim a
dan calon lokasi hibah dan
bantuan sosial hasil

pertim bangan TAPD

kebijakan um um APBD dan
prioritas dan plafon anggaran

sem entara yang telah dibahas dan

disepakati bersam a Bupati dan
DPRD dituangkan dalam nota
kesepakatan yang ditandatangani

bersama oleh bupati dan Pim pinan

DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) Bupati menerbitkan pedom an
penyusunan RKA-SKPD sebagai
pedom an Kepala SKPD menyusun

RKA-SKPD.
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18 Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Berdasarkan pedoman penyusunan
RKA-SKPD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 37 ayat (5), Kepala SKPD
menyusun RKA- SKPD.

(2) RKASKPD disusun dengan
menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah
Daerah, penganggaran terpadu dan
penganggaran berdasarkan prestasi

kerja

(3) PPKD pada SKPKD menyusun RKA-

PPKD .

19 Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Penyem purnaan hasil
evaluasi sebagaim ana
dim aksud dalam Pasal

49 ayat (6) dilakukan
bupati bersama dengan

badan anggaran DPRD.
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(2) Hasil penyem purnaan

sebagaim ana dim aksud
pada ayat (1) ditetapkan
oleh pim pinan DPRD.

(3) Keputusan pim pinan

DPRD sebagaim ana
dim aksud pada ayat (2)
dijadikan dasar
penetapan peraturan

daerah tentan APBD.

(4) Keputusan Pim pinan

DPRD sebagaim ana
dim aksud pada ayat (3)
dilaporkan pada sidang

paripurna berikutnya.

(S5)Keputusan pim pinan

64

DPRD sebagaim ana
dim aksud pada ayat (4)
disam paikan kepada
Gubernur, paling lambat
3 (tiga) hari kerja setelah
keputusan pim pinan
DPRD dim aksud

ditetapkan.



20 Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(3)

Pasal 54

Sem ua penerim aan Daerah dan
pengeluaran Daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan Pemerintahan

Daerah dikelola dalam APBD.

Setiap SKPD yang mem punyaitugas

memungut dan/atau menerim a
pendapatan Daerah w ajib
m elaksanakan pem ungutan
dan/atau penerim aan sesuali

dengan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan.

Penerim aan SKPD dilarang
digunakan langsung untuk
mem biayai pengeluaran, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan

perundang-undangan.

Penerim aan SKPD berupa uang atau
cek harus disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah paling lama 1 (satu)

hari kerja.

Jum lah belanja yang dianggarkan
dalam APBD merupakan batas
tertinggi untuk setiap pengeluaran

belanja.
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(6)

(10)

Pengeluaran tidak dapat
dibebankan pada anggaran
belanja jika wuntuk pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak

cukup tersedia dalam APBD.

Pengeluaran sebagaim ana

dim aksud pada ayat (5) dapat

dilakukan jik a dalam keadaan
darurat, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan
perubahan APBD dan/atau
disam paikan dalam laporan

realisasi anggaran.

Kriteria keadaan darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) ditetapkan sesuali dengan
ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Setiap SKPD dilarang melakukan
pengeluaran atas beban anggaran

daerah wuntuk tujuan lain dari

yang telah ditetapkan dalam
APBD.

Pengeluaran Belanja Daerah
menggunakan prinsip hem at,

tidak mewah, efektif, efisien dan
sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Diantara Pasal 55 dan Pasal 56

disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 55A

dan

Pasal 55B sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 55A

Kepala SKPD berdasarkan rancangan
DPASKPD menyusun rancangan

anggaran kas SKPD .

Rancangan anggaran kas SKPD
sebagaim ana dimaksud pada ayat (1)
disam paikan kepada PPKD selaku
BUD bersamaan dengan rancangan

DPASKPD.

Pem bahasan rancangan anggaran
kas SKPD dilaksanakan bersamaan

dengan pem bahasan DPASKPD.

Pasal 55B

PPKD selaku BUD menyusun
anggaran kas Pem erintah Daerah
guna mengatur ketersediaan dana
yang cukup untuk mendanai
pengeluaran sesuai dengan rencana
penarikan dana yang tercantum
dalam DPASKPD yang telah
disahkan.
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(2)

(3)

Anggaran kas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat perkiraan arus
kas m asuk yang bersum ber dari
penerim aan dan perkiraan arus kas
keluar yang digunakan guna
mendanai pelaksanaan kegiatan

dalam setiap periode.

Ketentuan lebih lanjut mengenai
mekanism e pengelolaan anggaran
kas pemerintah daerah diatur dalam

Peraturan Bupati.

22 Ketentuan Pasal 56 ayat (4) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut

(1)

(2)

(3)

Pasal 56

Tim Anggaran Pem erintah Daerah
m elakukan verifikasi rancangan DPA -
SKPD bersama-sama dengan Kepala

SKPD yang bersangkutan.

Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD
sebagaimana dim aksud pada ayat (1)
diselesaikan paling lambat (15) hari
kerja sejak ditetapkannya peraturan

bupatitentang penjabaran APBD

Berdasarkan hasil verifikasi
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1),
PPKD mengesahkan rancangan DPA -
SKPD dengan persetujuan sekretaris

daerah.
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(4)

(5)

DPA-SKPD yang telah disahkan
sebagaimana dim aksud pada ayat (3)
disam paikan kepada kepala SKPD
yang bersangkutan, kepada satuan
kerja pengawasan daerah, DPRD dan
B PK selam bat-lam batnya 7 (tujuh)

hari kerja sejak tanggal disahkan.

DPA-SKPD sebagaim ana dim aksud

pada ayat (3) digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh
Kepala SKPD selaku pengguna

anggaran/barang.

23 Ketentuan Pasal 60 diubah berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 60

Pengem balian atas kelebihan pajak,
retribusi, pengem balian tuntutan
ganti rugi dan sejenisnya dilakukan
dengan membebankan pada rekening
penerim aan yang bersangkutan
untuk pengem balian penerim aan

vang terjadi dalam tahun yang sam a.

Untuk pengem balian kelebihan
penerim aan yang terjadi pada tahun -
tahun sebelumnya dibebankan pada

rekening belanja tidak terduga.
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(3) Pengem balian sebagaim ana
dim aksud pada ayat (1) dan ayat (2)
harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah.

Ketentuan pasal 87 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati

menetapkan:

a. pejabat yang diberi wewenang

menandatangani SPD ;

b. pejabat yang diberi wewenang

menandatangani SPM ;

c. pejabat yang diberi wewenang

mengesahkan SPJ;

d. pejabat yang diberi wewenang

menandatangani SP2D ;

e. Bendahara Penerim aan dan

Bendahara Pengeluaran;

f. Bendahara Pengeluaran yang
m engelola belanja bunga, belanja
subsidi, belanja hibah, belanja

bantuan sosial, belanja bagi basil,

belanja bantuan keuangan,
belanja tak terduga, dan
pengeluaran pem biayaan pada
SKPKD;
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g. bendahara penerimaan pem bantu
dan bendahara pengeluaran

pem bantu SKPD; dan

h. pejabat lainnya dalam rangka

pelaksanaan APBD
(2) Penetapan pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sebelum dimulainya tahun anggaran

berkenaan.

Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96
(1) Pemerintah Daerah menyusun
Kebijakan Akuntansi Pem erintah
Daerah yang mengacu kepada

standar Akuntansi pemerintahan

(2) Kebijakan Akuntansi Pem erintah
Daerah sebagaim ana dim aksud

dalam Pasal 3 hurufa terdiri atas:

a. kebijakan Akuntansi pelaporan

keuangan; dan

b. kebijakan Akuntansi akun.
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(3)

(4)

(5)

(6)

Kebijakan Akuntansi pelaporan
keuangan sebagaim ana dim aksud
pada ayat (1) huruf a mem uat
penjelasan atas unsur-unsur
laporan keuangan yang berfungsi
sebagai panduan dalam penyajian

pelaporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi akun
sebagaim ana dimaksud pada ayat
(1) huruf b mengatur definisi,
pengakuan, pengukuran, penilaian
dan/atau pengungkapan transaksi
atau peristiwa sesuai dengan PSAP

atas:

a. pem ilihan m etode Akuntansi
atas kebijakan Akuntansi dalam

SAP;dan

b. pengaturan yang lebih rinci atas

kebijakan Akuntansi dalam SAP.

Kebijakan Akuntansi Pem erintah
Daerah sebagaim ana dim aksud
pada ayat (1) berlaku bagi entitas
Akuntansi dan entitas pelaporan

Pem erintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai

Kebijakan Akuntansi Pem erintah
Daerah sebagaim ana dim aksud
pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.
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26 Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 97
Pem erintah Daerah menyusun
Standar Akuntansi Pem erintah
Daerah (SAPD) yang mengacu
kepada standar Akuntansi

Pem erintahan.

SAPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 96 ayat (1) huruf b memuat

pilihan prosedur dan teknik
Akuntansi dalam melakukan
iden tifikasi transaksi, pencatatan

pada jurnal, posting ke dalam buku
besar, penyusunan neraca saldo

serta penyajian laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terdiri atas:
a. laporan realisasi anggaran,;

b. laporan perubahan saldo anggaran

lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.
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(4)

(3)

(6)

(7)

SAPD sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) terdiri atas:
a. sistem Akuntansi PPKD; dan
b. sistem Akuntansi SKPD.

Sistem Akuntansi PPKD
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a mencakup teknik
pencatatan, pengakuan dan

pengungkapan atas pendapatan-LO,

beban, pendapatan-LRA, belanja,
transfer, pem biayaan, aset,
kew ajiban, ekuitas, penyesuaian
dan koreksi, penyusunan laporan

keuangan PPKD serta penyusunan
laporan keuangan konsolidasian

Pem erintah Daerah.

Sistem Akuntansi SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b mencakup teknik
pencatatan, pengakuan dan

pengungkapan atas pendapatan-LO,

beban, pendapatan-LRA, belanja,
aset, kew ajiban, ekuitas,
penyesuaian dan koreksi serta
penyusunan laporan keuangan
SKPD .

Ketentuan lebih lanjut mengenali

SAPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dengan Peraturan

Bupati.
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27 Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

(1) BAS merupakan pedom an bagi
pem erintah daerah dalam
melakukan kodefikasi akun yang
menggam barkan struktur laporan
keuangan secara lengkap.

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan dalam

pencatatan transaksi pada buku

jurnal, pengklasifikasian pada buku

besar, pengikhtisaran pada mneraca

saldo, dan penyajian pada laporan

keuangan.

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dirinci sebagai berikut:
a.level 1 (satu) menunjukkan kode
akun;

b.level 2 (dua) menunjukkan kode
kelom pok;

c. level 3 (tiga) menunjukkan kode
jenis;

d.level 4 (em pat) menunjukkan

kode obyek; dan
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e. level 5 (lima) menunjukkan kode

rincian obyek.

(4) Kode akun sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) hurufa terdiri atas:
a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;

b. akun 2 (dua) menunjukkan

kew ajiban;

c. akun 3 (tiga) menunjukkan

ekuitas;

d. akun 4 (em pat) menunjukkan

pendapatan-LRA;

e. akun 5 (lim a) menunjukkan

belanja;

f. akun 6 (enam) menunjukkan

transfer;

g. akun 7 (tujuh) menunjukkan

pem biayaan;

h. akun 8 (delapan) menunjukkan

pendapatan-LO; dan

i. akun 9 (sem bilan) menunjukkan

beban.
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28 Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 99
Kepala SKPD selaku pengguna
anggaran menyelenggarakan

Akuntansi atas transaksi keuangan,
aset, utang dan ekuitas dana, yang
berada dalam tanggung jawabnya.
Penyelenggaraan Akuntansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan
pencatatan/penatausahaan atas
transaksi keuangan di lingkungan
SKPD dan menyiapkan laporan
keuangan sehubungan dengan
pelaksanaan anggaran dan barang
vang dikelolanya.

Laporan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. laporan realisasi anggaran SKPD;

b. neraca SKPD;

c. laporan operasional;

d. laporan perubahan ekuitas; dan

e. catatan atas laporan keuangan
SKPD .
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(4) Laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
disam paikan kepada Bupati melalui
PPKD paling lambat 2 (dua) bulan

setelah tahun anggaran berakhir.

(5) Kepala SKPD selaku pengguna
anggaran/pengguna barang
mem berikan pernyataan bahwa

pengelolaan APBD yang menjadi
tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai,
sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

29 Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

(1) PPKD menyelenggarakan Akuntansi

atas transaksi keuangan, aset,
utang, dan ekuitas dana, termasuk
transaksi pem biayaan dan

perhitungannya.
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(2)

(3)

()

PPKD menyusun laporan keuangan

sebagai entitas Akuntansi berupa:
a. laporan realisasi anggaran PPKD;

b. neraca PPKD,;

c. laporan arus kas;

d. laporan operasional;

e. laporan perubahan ekuitas; dan
f. catatan atas laporan keuangan.

PPKD menyusun laporan keuangan
Pem erintah Daerah sebagai entitas

pelaporan berupa

a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo
anggaran lebih (SAL)/saldo

anggaran kurang (SAK);

c. mneraca ;
d. laporan arus kas;

e. laporan operasional;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.
Laporan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disusun dan
disajikan sesuai dengan peraturan
bupati tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintahan Daerah.

79



(3)

(6)

(7)

Laporan keuangan sebagaim ana
dim aksud pada ayat (3) dilam piri
dengan laporan ikhtisar realisasi

kinerja dan laporan keuangan badan

usaha m ilik daerah /perusahaan
daerah.

Laporan keuangan Pem erintah
Daerah sebagaim ana dim aksud
pada ayat (3) disusun berdasarkan

laporan keuangan SKPD.

Laporan keuangan Pem erintah
Daerah sebagaim ana dim aksud

pada ayat (3) disam paikan kepada

Bupati dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD

30 Ketentuan Pasal 130 ayat (2) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 130

DPRD melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan

daerah tentang APBD.
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(2)

Pengawasan sebagaim ana ayat (1)
berpedom an pada ketentuan pasal 56

ayat (4).

Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 131

Dalam rangka meningkatkan
kinerja yang efektif, efisien,
transparansi, dan akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah,
Bupati w ajib mengatur dan
menyelenggarakan sistem

pengendalian intern di lingkungan

Pem erintah Daerah

Pengaturan pengendalian dan
penyelenggaraan sistem
pengendalian intern sebagaim ana

dim aksud pada ayat (1) berpedom an
pada SPIP sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pengendalian intern sebagaim ana
dim aksud pada ayat (2) paling
sedikit memenuhi kriteria sebagai

beriku t:
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. terciptanya lingkungan

pengendalian yang sehat;

. terselenggaranya penilaian risiko;

terselenggaranya aktivitas

pengendalian;

.terselenggaranya sistem inform asi

dan komunikasi; dan

terselenggaranya kegiatan

pem antauan pengendalian

Ketentuan pasal 133 ayat (1) dan ayat (3)
diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 133

Laporan hasil pem eriksaan atas
laporan keuangan pem erintah
daerah disam paikan oleh B PK

kepada DPRD selambat-lambatnya 2
(dua) bulan setelah menerim a
laporan keuangan dari pem erintah

pusat.
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(2)

Laporan hasil pemeriksaan kinerja
disam paikan kepada DPRD sesuai

dengan kewenangannya.

Ketentuan pasal 146 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 146

Bupati dapat menetapkan SKPD atau
Unit Kerja pada SKPD yang tugas
pokok dan fungsinya bersifat
operasional dalam menyelenggarakan

pelayanan umum .

Pelayanan um um sebagaim ana
dim aksud pada ayat (1),

berhubungan dengan:

a. penyediaan barang dan/atau jasa
layanan um um untuk
meningkatkan kualitas dan

kuantitas pelayanan masyarakat;

b. pengelolaan wilayah /kawasan
tertentu untuk tujuan
meningkatkan perekonom ian

masyarakat atau layanan um um ;

dan/atau
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c. pengelolaan dana khusus dalam
rangka meningkatkan ekonom i
dan/atau pelayanan kepada

m asyarakat;

(3) Penyediaan barang dan/atau jasa
layanan um um sebagaim ana
dim aksud pada ayat (2) huruf a,

diprioritaskan untuk:

pelayanan kesehatan,

pelayanan kebersihan,

c. pengelolaan lim bah,

d. pengelolaan pasar,

e. pengelolaan term inal,

f. pengelolaan obyek wisata

daerah,
g. dana perumahan, dan

rumah susun sew a.

Ketentuan pasal 147 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang
menerapkan PPK-BLUD diberikan
fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam
rangka menyelenggarakan dan
meningkatkan layanan kepada

masyarakat
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35 Ketentuan pasal 148 diubah sehingga
pasal 148 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 148
Ketentuan lebih lanjut mengenai
Pedom an teknis pola pengelolaan
keuangan BLUD, diatur dalam Peraturan
Bupati.

36 Ketentuan Pasal 149 dihapus.

37 Ketentuan Pasal 150 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mem erintahkan
pengundangan peraturan daerah ini dengan

penem patannya dalam Lem baran Daerah Kabupaten

Bandung.

D itetapkan di Soreang

pada tanggal 26 Oktober 2015

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER
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